Bulan :

N\
L1234 [s [6 [7 8 [o [io )12 |

[2]0]1]9]

SUBBAGIAN HUMAS
Tanggal :
1 (2 3 4 |5 6 |7 |8 |9 (10 |11 |12 |13 15 {16 Kompas Sindo Tempo
e
17 {18 |19 RO |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 (28 (29 |30 |31 Indopos QOSK@ Warta Kota

Puluhan Lahan

Aset DKI Bermusuluh

JAKAHTA (Pos Kota) — Sebanyak 98 bldang
tanah seluas 211 hektar atau 2.110.617
meter persegi aset milik Pemerintah Pro-
'vinsi DKI Jakarta, bermasalah di pengadi-
lan. Lantaran adanya sertifikat ganda.

Peliput:

Kepala Badan Pen-
gelola Aset Daerah
(BPAD) Jakarta Pujiono
mengatakan aset lahan
yang bermasalah terse-
but tersebut di seluruh
wilayah. "Ada puluhan
aset kami yang ber-
masalah, berperkara di
hukum," ujar Pujiono di

Gedung DPRD DKI -

Jakarta, Jalan Kebon
Sirih, Jakarta Pusat,
Rabu (13/11).

Dari 98 bidang tanah
yang bermasalah, ada

Guruh

aset yang dimenang-
kan Pemprov DKI, Pem-
prov DKI kalah, dan
masih berproses di pen-
gadilan. Berikut rincian-
nya:

1. Pemprov DKI
menang: 39 bidang
tanah seluas 143,1 hek-
tar

2. Pemprov DKI
kalah: 14 bidang tanah
seluas 20,8 hektar

3. Masih proses: 45
bidang tanah seluas 47
hektar

Berperkara di
Pengadilan
Lantaran
Bersertifikat
Ganda
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Pujiono menuturkan,
Pemprov DKI akan
melepas aset yang
diperkarakan jika
kalah dalam perkara
tersebut.

"Pasti (dilepas jika
kalah), tapi kan masih
ada upaya (hukum).
Kalau memang kalah,

_ yasudah, kalay sudan

inkrah, mau apa lagi,"
kata dia.

Selain aset yang ber-
masalah, masih ada
sejumlah aset Pemprov
DKI Jakarta yang be-
lum memiliki sertifikat
maupun yang sedang
diproses sertifikatnya.

Pemprov DKI
didampingi Badan Pe-
meriksa Keuangan
(BPK) Rl memproses
sertifikasi aset-aset
DKI.

Salah satu aset yang
sedang diproses, yak-
nilahan seluas 65 hek-
tar di Cengkareng,
KabupatenTangerang.

Langkah pertama
yang dilakukan Pem-
prov DKI sebelum

~_memproses sertifikat

aset tersebut, yakni
mengukur ulang dan
mematok batas
lahan."Kami mohon ke
BPN (Badan Pertanah-
an Nasional) untuk di-
ukur ulang, dikembali-
kan batas patoknya,
kami amankan dulu,

karena di situ sudah

ada bercokol beberapa
hunian warga yang
kami anggap tidak pu-
nya hak,"” ucap Pujiono.

Sementara itu, aset
yang sudah tercatat
dan memiliki alas hak
sebanyak 47.301
bidang. "Aset yang
sudah dicatat, sudah
audited, dan hasil in-
ventarisasi itu kurang
eb p 470-an triliun,"
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